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ABSTRAK

Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Kehutanan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat

Budianto
(budhiforester@gmail.com)

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadt instrumen
penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data
yang dibutuhkan untuk menganalisis evaluasi kinerja aparatur serta mengetahui
faktor yang mempengaruht kinerja aparatur.

Subyek penelitian adalah pegawa: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Sumber data terdiri dan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan panduan
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dan literatur dan dokumen yang
berhubungan dengan evaluasi kinerja aparatur serta mengetahu1 faktor yang
mempengaruhi  kineja Aparatur Siptl Negara. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa evaluasi kinerja aparatur pada Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan parameter kesetiaan,
prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama dan kepemimpinan
menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja belum sepenuhnya optimal khususnya
pada pegawai-pegawai yang peralihan dari Kabupaten ke Provinsi dan faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kompetensi individu dimana
kemampuan, keterampilan, pengalaman kerja serta motivasi. Faktor kedua yaitu
factor dukungan organisasi dimana sumberdaya, fasilitas, sarana dan prasarana
serta pemberian tambahan penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi
kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja dan Aparatur Sipil Negara
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ABSTRACT

Performance Evaluation of State Civil Service of the Government Forest
Service West Sulawesi Province

Budianto
(budhiforester@gmail com)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study was conducted to determine the performance evaluation of the State
Civil Service Apparatus of the Department of Forestry of West Sulawesi Province
and the factors affecting the performance of the Civil State Apparatus of the
Forestry Service of the Province of West Sulawesi

This research is a qualitative research, therefore the research instrument is an
interview guide that 1s expected to complete the data needed to analyze the
apparatus performance evaluation as well as know the factors that affect the
performance of the apparatus.

The subject of this research is the staff of the Forestry Service of West Sulawesi
Province. The data source consists of primary data and secondary data. Primary
data was obtained by interviewing the resource persons using interview gutdes,
‘while secondary data were obtained from literature and documents related to
apparatus performance evaluation and also to know the factors influencing the
performance of Civil State Apparatus. Data were analyzed using qualitative data
analysis.

The resuilt of data analysis shows that evaluation of apparatus performance at
West Sulawesi Provincial Forestry Office using loyalty parameter, work
performance, responsibility, obedience, honesty, cooperation and leadership
shows that performance implementation is not yet fully optimal, especially for
employees who transition from Kabupaten to Province and the factors that
influence the performance of individual competence factors where ability, skills,
work experience and motivation. The second factor 1s the organizational support
factor where the resources, facilities, facilities and infrastructure as weil as the
additional income 15 a factor affecting the performance of the apparatus at the
Forestry Service of West Sulawesi Province.

Keywords: Evaluation, Performance and State Civil Apparatus
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Pada bab int akan diuratkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang
memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan
dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demograft, dan
batas-batas wilayah di Provinsi Sulawesi Barat.
1. Keadaan Geografis.
a. Letak Wilayah
Provinst Sulawesi Barat merupakan wilayab dengan potensi kawasan
strategis sebagai pengembangan dari provinsi yang ada di Sulawesi, yang terletak
antara 0°12°-3°38" Lintang Selatan dan 118°43°157-119°54°3” Bujur Timur.
Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinst Sulawesi Tengah.
2) Sebelah Tunur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Secara gcografis, wilayah Provinsi Sulawes) Barat berada pada posist yang
sangat strategis, terletak di jantung Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada
pada posisi antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kaltmantan
Timur, serta berhadapan langsung denpan Alur Lintas Kepulauan Indonesia
(Selat Makassar). Posisi ini akan sangat menguntungkan bagi pengembangan

daerah dalam bidang ekonomi dan sosial ke depan.
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Selain aliran sungai, di Sulawesi Barat terdapat 193 gugusan pegunungan.
Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter
diatas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju.

b. Luas Wilayah
Mengenai luas wilayah perkabupaten, dengan persentase dapat dilihat pada

Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1.

Luas Wilayah pada Masing-masing E;(abuaptv‘s:n di Provinsi Sulawesi Barat

No. Kabupaten Luas (Kmm?) Prosentase
1. | Majene 947 84 565
2. { Polewali Mandar 1.775,65 10,58
3. | Mamasa 3.005,88 17,91

4. | Mamuju 4.999,69 29,78
5. | Mamuju Utara 3.043,75 18,13
6. | Mamuju Tengah 3.014,37 17,96

| Jumlah 16787,18 | 100,00 |

Sumber : BPS, Provinsi Sulawet Barat Dalam Angka, 2017
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa luas wilayah Provinsi Sulawesi
Barat seluas 16.787,18 Km?, yang terluas wilayahnya adalah Kabupaten Mamuju
seluas 4.999,69 Km® dengan persentase 29,78, selanjutnya Kabupaten Mamuju
Utara (3.043,75) dengan persentase 18,13 sedangkan yang terkecil adalah
Kabupaten Majene seluas 947,84 Ha dengan persentase 5,65 dari luas wilayah
Provinsi Sulawesi Barat.
2. Keadaan Alam dan Iklim.

a. Jenis Tanah,
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Berdasar data geologi Provinsi Sulawesi Barat, jenis tanah di daerah ini dapat
digolongkan 5 (lima) jents, yakmi tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah
Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Provinsi Sulawesi Barat secara
garis besarnya dibagi menjadi 2 {(dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi
dan kelompok galian industri.

a. Tklim

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 subu udara di Sulawesi Barat berkisar
antara 23,50 °C hingga 36,70 °C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,20 °C,
Sedangkan kelembapan udara dalam setahun berkisar antara 71 persen sampai
dengan 87 persen. Pada tahun 2016, Sulawesi Barat memiliki jumlah hart hujan
tertinggi terjadi di bulan Juni dan Desember yaitu 22 hari hujan dan terendah
pada bulan Agustus yaitu 7 hari hujan.

Secara klimatologis Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki perbedaan
dengan daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu musim
kemarau dan penghujan. Pada bulan Jum sampai dengan September arus angin
bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga
mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai
dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia
dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

3. Keadaan Demografi
Adapun Keadaan Demografi Provinsi Sulawesi Barat akan diuraikan Sebagai

berikut;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43569.pdf

44

a. Kependudukan .

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Provinsi Sulawesi Barat selama lima
tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat. Jumlah penduduk Sulawesi
Barat pada Tahun 2015 sebesar 1.282.160 jiwa sedangkan tahun 2016 berjumlah
1.306.480 jiwa. Hal ini Dapat dilihat untuk dua tahun terakhir naik sebesar
24.320 jiwa atau sebesar 1,90 %. Bertambahnya jumlah penduduk Jumlah
penduduk terbesar tahun 2016 terdapat di dva Kabupaten yaitu Kabupaten
Polewali Mandar 427 480 Jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,11
% dan Kabupaten Mamuju dengan penduduk sebesar 272.260 jiwa dengan laju

pertumbuhan per tahun sebesar 2,43% .

Tabel 4. 2.
Jumlah Penduduk pada Masing-masing Kabuapten di Provinsi Sulawesi Barat
No|  Kabupaten Jumlzh Penduduk (ribu) penziﬁ'uie;‘r'”%'j’ah“lm%)
o | 2016 | 2015 | 2016 | 2010-2016 | 2015-2016
1 | Majene 151,11 163,90 166,40 1,60 1,53
2 | Polewah Mandar 396,12 42279 42748 1,26 1,1t
3 | Mamasa 140,08 151,83 154,93 1,67 2,04
4 | Mamuju 231,32 265,80 272,26 2,71 2,43
5 | Mamuju Utara 134,37 156,46 161,03 3,02 2,92
6 } Mamuju Tengah 105,65 121,38 124,38 2,72 2,47
Sulawest Barat 115865 ] 1,282.16 | 1,30648 | 1,99 1,90

Sumber : Scnsus_f"endudukmfﬂ'fﬂ, 2015-2016 Proyeksi Penduduk Indonesia 2010~
2035 2010: Population Census 2010, 2015-2016 Indonesia Population
Projection 2010-2035.
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Gambar 4.1.

Grafik persentase Jumiah Penduduk 2010-2016

o
’0 4
o

250 i e e B No 2010

200 B | No 2015

150 # No 2016

S0

Majene Polewali Mamasa Mamuju Mamuju Mamuju
Mandar Utara Tengah

b. Visi dan Misi
Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 ~ 2022 maka Visi
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah : “SULAWESI BARAT MAJU DAN
MALAQBI”
Dengan Misi :
1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepnbadian dan
Berbudaya,
2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Modern dan Terpercaya,
3. Membangun dan Menguatkan Konektivitas antar Wilayah Berbasis
Unggulan Strategis;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing
Tingg;

5. Mengarustamakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
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Berdasarkan pada visi dan misi tersebut di atas, maka Dinas Kehutanan akan
mendukung sepenuhnya pencapaian visi gubemur dan wakil gubernur Tahun
2017-2022 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas berdasarkan
tupoksi Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Tupoksi Organisasi
Perangkat Daerah yang ada maka Dinas Kehutanan akan mendukung
pelaksanaan Misi ke 5 yaitu Mendorong Pengarustamaan Lingkungan Hidup
untuk Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan
sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung
lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan
vist dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yaitu: “Pengelolaan Hutan
vang Lestari dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat” Makna dari visi
tersebut adalah :

1. Hutan Lestari : Berfungsi secara seimbang antara manfaat ekologi, sosial

budaya dan ekonomi.

2. Berkeadilan : Dinitkmati oleh semua elemen masyarakat.

3. Rakyat sejahiera : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil di

dalam, di sekitar hutan, maupun masyarakat pada umumnya.
Adapun misi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

I. Mewujudkan kelembagaan kehutanan yang mantap.

2. Mewujudkan kawasan hutan yang mantap.

3. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan.

4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.

5. Meningkatkan kesejahteraan melalui peran serta masyarakat dalamn

pengelolaan hutan yang adail dan bertanggung jawab.
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6. Meningkatkan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang transparan
dan akuntabel.

¢. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam
rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar
pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting
dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam
hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Gambar. 4.2,

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinst Sulawesi Barat
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Sebagai implikasi dan UU Nomeor 32 tahun 2004 yang telah digantikan oleh
UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 41 tahun 2007, maka melalui
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tanggal 29 November 2012 telah
dibentuk organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, dengan susunan
organisasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas;

(2) Sekretariat;
(a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan.

(a) Seksi Tata Guna Hutan;

(b) Seksi Pemanfaatan Hutan; dan

{c¢) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan,

(4) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE.,

{(a) Seksi Pengamanan Hutan;

{b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan

{c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

{5) Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.

(a) Sekst Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

(b) Seksi Pengelolaan DAS; dan

{c) Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang.

{a) Subbag Tata Usaha;

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
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(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu.
(a) Subbag Tata Usaha;
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
{c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
{8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu.
(a) Subbag Tata Usaha;
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
{c¢) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengeiolaan Hutan Budong-budong.
(a) Subbag Tata Usabha;
{b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
{(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
{10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa.
{a) Subbag Tata Usaha;
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
{11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelotaan Hutan Karama.
(a) Subbag Tata Usaha,
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(¢) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

(12)Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau

Kalumpang.

{(a) Subbag Tata Usaha;
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(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
{13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda.
(a) Subbag Tata Usaha;
{b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapiili.
(a) Subbag Tata Usaha;
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah.
(a) Subbag Tata Usaha;
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur.
(a) Subbag Tata Usaha;
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,
(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Barat.
(a) Subbag Tata Usaha,
(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
(¢} Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

(18) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Adapun Rincian Tugas dan Fungsi organisasi dan tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat adalah:
¢) Dinas.
(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas kehutanan mempunyai fungsi:
(1) menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis lingkup
kehutanan mencakup bidang planologi kehutanan, bina usaha
kehutanan, bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan
sosial serta perlindungan hutan dan konservasi alam;

(2) Menyelenggarakan urusan pemernintahan dan pelayanan umum di
bidang kehutanan;

{(3) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi
dan bimbingan di bidang kehutanan;

(4) Menyelenggarakan kesekretanatan dinas;

{5) Menyelenggarakan koordinast dan pembinaan UPTD.

d) Kepala Dinas.

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksapakan kebyakan umum
bidang kehutanan dan mengkoordinasikan dan membina UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungst:

(3) Menyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur,
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(4) Penyelenggaraan penyusunan program dan rencana kegiatan, pelaksanaan
fasilitasi, monitoring evaluasi dan Pelaporan Dinas;

(5) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam
pelaksanaan kegiatan dinas;

(6) penyelengparaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan
fungsi Dinas;

(7) penyelenggaraan pengendalian kewenangan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, dan kewenangan kabupaten / kota yang dikerjasamakan atau
vang diserahkan ke provinsi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

{(8) penyelenggaraan pembinaan urusan kesekretariatan ;

(9) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

e) Sekretanat.

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, 1merencanakan,
memantau, mengendalikan dan mengevaluasi yang meliputi bidang
perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

(a) Perumusan kebijakan umum administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, perencanaan dan teknologi informasi dan urusan rumah
tangga dinas;

(b) Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan  administrasi
kepegawaian, administras: keuangan, perencanaan program, teknologi

informasi dan urusan rumah tangga dinas,
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(¢) Pengkoordinasian fungsi administrasi kepegawaian, keuangan,
perencanaan program, teknologi informasi dan urusan rumah tangga
dinas;

(d) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian administrasi kepegawaian,
keuangan, perencanaan program, tcknologi informasi dan urusan
rumah tangga dinas;

(e) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

f.  Sekretarat terdin dan :
(1) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
(b) Sub bagian Umuin dan Kepegawaian.

g) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan.

(1) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, fasililast,
koordinasi, dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tata Guna
dan Pemanfaatan Hutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan
Hutan mempunyai fungsi:

(1) Perumusan dan Pclaksanaan Kebijakan Umum dibidang tata guna dan
pemantfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan;

(2) Pelaksanaan koordinasi dibidang tala guna, pemanfaalan hutan dan
penatausahaan hasil hulan;

(3) Pemantauan dan cvaluasi dibidang tata guna dan pemanfaatan hutan,
dan penatausahaan hasit hutan; dan

(4) Pelaksanaan tugas lain yang dibenikan oleh pimpinan.
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h} Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari:
(1) Seksi Tata Guna Hutan;
(2) Seksi Pemanfaatan Hutan;
(3) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan.
1) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE
(1) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dipimpin oleh seorang kepala
bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi,
koordinasi, dan konsultasi dalam rangka Perlindungan Hutan dan

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan Hutan dan

KSDAE mempunyai fungsi :

{a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pengamanan
hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi
sumber daya alam dan ekosistem;

(b) Pelaksanaan koordinasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dan konservasi sumber daya alam dan
ekosistem,

(c) Pemantavan dan evaluvasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi sumber daya alam dan
ekosistem; dan

(d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

J) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE terdiri dan :
(1) Seksi Pengamanan Hutan;

(2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan [.ahan; dan
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2} Kelompok Jabatan Fungsional terdin dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisa beban
kerja

d. Sumberdaya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemenintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki pegawai
sebanyak 280 orang yang tersebar pada berbagai golongan, tingkat pendidikan
dan jabatan struktural.

Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangkat/golongan dan tingkat

pendidikan disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4

Tabel 4.3.

Keadaan Pegawat Dinas Kehutanan Provins: Sulawesi Barat
Menurut Tingkat Pendidikan

: . Pendidikan yang Ditamatkan
SKPD/Unit Kerja —olie 4 5TTA | DIsdD3 [Das1] sz | umieh
1 2 3 4 5 [ 7
Dinas Kehutanan 3 128 6 | 128 15 280
Jumlah 3 128 6 128 15 280

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sutbar Tahun 2017
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Tabel 4.4.

Banyaknya PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
Dirinci menurut Golongan, Tahun 2017.

. . Golongan
SKPD/Unit Kerja T T i v Jumlah
1 2 3 4 5 6
Dinas Kehutanan 3 79 180 | 18 | 280
Jumlah 3 79 180 18 280

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 dan 4.4 terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai pada
Dinas Kehutanan tersebar antara SMP hingga S2. Dominasi pendidikan berada pada
tingkat SMA dengan jumlah 128 orang atau 45,71% dan Diploma/S1 dengan jumlah
128 orang atau 45,71% sedangkan jumlah terendah berada pada tingkat SMP dengan
jumlah 3 orang atau 1,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi jumlah
pegawai, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dipandang cukup memadai
namun dari segi kompetensi belum cukup memadai dalam mengemban tugas
organisasi, mengingat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan UU
nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomeor 18 tahun 2016 seluruh urusan untuk sektor
kehutanan di kabupaten kecuali Taman Hutan Raya menjadi kewenangan dari

Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi dan dituntut untuk mampu
melakukan berbagai bentuk pengurusan hutan secara optimal serta mampu menjawab
berbagai permasalahan hutan dan kehutanan yang kian meningkat. Dalam hal mi
masih sangat membutuhkan Aparatur Sipil Negara Polisi Kehutanan dan Penyuluh
Kehutanan. Namun kompetensi yang bagus tapi sedikit belum bisa menjadi ukuran
keberhasilan pelaksanaan pembangunan di sektor kehutanan.

Pembangunan kehutanan Sulawesi Barat juga dipengaruhi oleh pola pengambilan

keputusan secara birokratif. Pejabat struktural baik pada level eselon 1V dan eselon
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III sangat menentukan jenis pengambilan keputusan yang ditentukan secara
berjenjang oleh Kepala Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, kompetensi, pengalaman
dan pengetahuan pejabat struktural sangat mendukung ketepatan pengurusan hutan di
Sulawesi Barat. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan dan golongan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Keadaan Pcpawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Pada
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

SKPD/Unit Kerja Golongan Jumlah
v [F1 1
(H (2) (3) 4)
Eselon 11 1 - 1
Eselon 111 9 7 16
Eselon IV - I 17 18 ]
Jumlah 11 24 35

Sumber ; Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2017

e. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas membutuhkan berbagat fasilitas berupa
sarana dan prasarana kantor yang memadai. Keberadaan fasilitas tersebut adalah
untuk menunjang pencapaian kinerja pegawai. Sarana dan Prasarana yang
dimiliki oleh Dinas Kehutanan meliputi kendaraan operasional, serta alat kantor
dan rumah tangga. Hingga Tahun 2016, Dinas Kehutanan memiliki kendaraan
operasional dinas roda (empat) sebanyak 9 unit dan kendaraan operasional (roda
2) sebanyak 19 unit. Disamping itu, terdapat alat kantor dan rumah tangga
dalam berbagai jenis dan tipe, termasuk di dalamnya 38 unit komputer dan

laptop, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut :
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Tabel.4.6

Banyaknya Sarana dan Prasarana pada Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat

Mesin
!
SKPD/Unit Kerja Mobil | Motor | - | TikfFoto- Telpon

Laptop ax

- . copy
() 2 | & | @ (5) 6)
Dinas Kehutanan 9 19 38 8 3
Jumlah 9 19 38 8 2

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar Tahun 2017

B. Hasil
1. Evaluasi Kinerja Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa kinena itu adalah
bentuk atau capaian yang akan dan telah dilakukan oleh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan tupoksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:
a. Kesetiaan
Kesettaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan mentaatt,
melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran
dan tanggung jawab. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pegawai Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berikut ini:

*...saya menyadari bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini membutuhkan
kesetiaan untuk terus melakukan dan mengikuti peraturan untuk
mengamalkan setiap item pekerjaan saya dalam hal apapun itu karena int
wajib saya lakukan.” (wawancara dengan RT, Desember 2017).

Senada dengan hal tersebut disampaikan pula oleh salah seorang informan
yang berinsial RHT, mengatakan sebagai berikut:

“_kami tidak riskan dengan pekerjaan kami karena ini adalah beniuk

tugas dari atasan yang harus kami taati dan laksanakan. Sehingga setiap kali
diberikan tugas untuk menyelesaikan setiap pekerjaan maka kami lakukan
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karena itu bentuk kesetiaan kami pada pekerjaan dan juga bentuk tanggung
1awab kami terhadap pekerjaan.” (wawancara RHT, Desember 2017).

Selanjutnya dipertegas oleh informan lain yang berinsial NM, vyang
mengatakan bahwa;

“..kalan dibilang pimpinan maka saya langsung bergerak karena kami
ikhlas untuk kepentingan semua orang yaitu melayani urusan asset, sarana
dan prasarana kantor dan ini saya lakukan karena tugas dan tanggung jawab
saya sebagai pegawai.” (wawancara NM, Desember 2017).

Dari wawancara diatas memang sangat diperlfukan kemampuan pegawai
untuk selalu setia dalam pekerjaannya karena int untuk kepentingan publik bukan
kepentingan polongan. Hal tesebut diutarakan juga oleh Sekretaris Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (SK.) yang menyampatkan sebagai berikut:

“.pegawai kami yang tergabung dalam bidang sckretariat sudah
mclakukan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apapun yang
menjadi acuan dan standar pekerjaan mereka maka dengan penub keikhlasan
maka mercka langsung kerjakan, dan kami memantau terus dan hasil
pekerjaan yang mereka lakukan.” (wawancara SK, Desember 2017).
Pekerjaan scbagai pegawai kehutanan membutubkan kemampuan dan

kesangpupan dalam nelakoninya schan-hari karena jenis pekegjaan yang
berbeda-beda. Kemudian harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku pegawai
yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanaan tugas dan
pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kesctiaan pegawai terhadap pekerjaan
sangat berhubungan dengan pengabdiannya. Pengabdian yang dimaksud adalah
sumbangan pikiran dan tenaga dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan
mengutamakan kepentingan publik. Hal tersebut juga disampaikan olch Kepala
Sub. Bagian Umum dan Kepepawaian (ARS) yang menyampaikan sebagai

berikut ;

“...pada prinsipnya bidang sckertariatan menilai kinerja pegawai, dimana
masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas pokok dan fungsinya. Dimana
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seksi yang tahu persis teknis bawahannya baik itu dalam menjalankan tugas
dikantor maupun pada saat turun kelapangan. Untuk dibagian umum dan
kepegawaian dalam melayani pegawai baik itu dalam kenaikan pangkat, data
base pegawai, pemeliharaan peralatan dan kendaraan yang kondisinya baik
dan rusak. Lebih jelasnya ditupoksi masing-masing seksi.” (wawancara ARS,
Desember 2017).

Pernyataan yang sama disampatkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan (JP) sebagai berikut :

“..kemampuan pegawai kami sangat mampu dalam melakukan
pekerjaannya apalagi dengan sarana dan prasarana yang kami miliki maka
secharusnya mereka memang siap untuk mengenakan pekenaannya dengan
penuh rasa tanggung jawab. Permasalahannya jumlah personil contohnya di
keuangan sangat terbatas dibanding dengan jumlah pekerjaan yang banyak
dengan bertambahnya jumiah UPTD bamu terkait dengan peralihan dari
Kabupaten” (wawancara JP, Desember 2017).

b. Prestas: kerja
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang karyawan
dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja
menurut Heidrajman Dan Suad Husnan (2000:124) indikatornya adalah antara

lain kuantitas kerja, kualitas kerja, hubungan kerja, kepemimpinan, kehati-hattan,

pengetahuan, kerajinan, kesetiaan, keandalan kena, dan inisiatif.

Berikut hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Barat bernkut im :

“..selama bekerja di Dinas Kehutanan Provinst Sulawesi Barat sebagai
staf di keuangan, maka apa yang menjadi uraian tugas saya selalu saya
kerjakan dengan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah
semua berjalan dengan baik walaupuin terkadang juga terdapat kendala,
hambatan dan keterlambatan dalam penyajian pertanggungjawaban keuangan
namun tetap saya sclesaikan dan menjadi pengaiaman saya berikutnya untuk
lebih baik lagi.” (wawancara SW, Desember 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh staf keuangan Dinas Kehutanan Provinsi

Sulawesi Barat berinisial AS dan ABT sebagai berikut
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“...pekerjaan sebagai pembantu bendahara susah-susah gampang namun
dengan pengalaman bekerja kurang lebih sepuluh tahun maka saya dengan
keterampilan yang saya miliki dapat mengerjakan pekerjaan ini dengan baik
terkait berkas pertanggungjawaban keuangan baik itu dan bidang dikantor
maupun dari UPTD KPH.” (wawancara AS, Desember 2017).

“...saya menikmati pekerjaan ini selama delapan tahun tentu banyak suka
dukanya namun tetap saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa
tanggung jawab, selain itu kecakapan untuk melakukan pekerjaan im sangat
dibutuhkan terutama menyusun gaji pegawai serta pertanggungjawaban pada
setiap bidang dan UPTD.” (wawancara ABT, Desember 2017).

Melihat pekerjaan scbagai pegawai kehutanan, maka memang tanggung
jawab untuk memonitor hasil pekerjaan para pegawai selalu diutamakan
sebagaimana yang disampaikan oleh Sckretaris Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat (SK) yang menyampaikan sebagai berikut

“...penilaian kinerja Staf PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
menurut absensi (kehadiran) dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil).
Penilaian menurut absensi, apabila kehadiran kurang dari 100%, maka
dana/uang kinerja dipotong/dikurangi menurut persentase kehadiran. PNS
yang hadir diatas jam 12 siang maka dinyatakan alpa/tidak hadir. karena
setiap bulan pegawai mendapat uang kinerja, di luar gaji pokok. jangan
merugikan negara.” (wawancara SK, Desember 2017).

Hal yang sama dikemukakan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kehutanan Provinst Sulawesi Barat { ARS) sebagai berikut :

“..mekanisme dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu
atasan langsung. Staf dmilai langsung oleh masing-masing kepala seksi dan
diketahui oleh kepala bidang, kepala scksi dinilai langsung oleh kepala
bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung olch
kepala dinas dan dan ketahui oleh seckertaris daerah.” (wawancara ARS,
Desember 2017)

Demikian pula yang disampaikan oleh Kepala UPTD KPH Karama yang
berinisial PR :
“._.penilaian kerja di UPTD KPH kami baik itu dari pegawai, penyuluh
maupun polisi kehutanan selain berdasarkan absesi juga dimilai dan cara
kerjanya, saya kadang meminta mereka agar pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan tupoksi masing-masing. namun untuk jabatan struktural eselon IV
atau kepala seksi di UPTD KPH masih bersifat pelaksana tugas dan sampai
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sekarang sudah setahun belum adanya pelantikan terkait pengisian jabatan
tersebut sehingga sangat mempengaruhi kinerja pegawai. ” (wawancara PR,
Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD KPH yang ada di
Kabupaten mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah, maka dilakukan
pengecekan di beberapa pegawai UPTD yang ada terkait proses baik itu masalah
kepegawaian maupun masalah dengan proses keuangan. Salah seorang pegawai
UPTD KPH Karama mengungkapkan ;

“...terkait dengan tupoksi kami dibagian tata usaha UPTD KPH yang
mengatur pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, melaksanakan
pengumupalan bahan, penyusunan rencana kerja, rencana anggaran sampai
dengan urusan pertanggungjawaban keuangan dikumpulkan berkas-berkas
dan selanjutnya dibawah atau diteruskan ke kantor induk Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat untuk diproses baik itu yang bersifat kepegawaian
maupun bersifat keuangan.” (wawancara WRN, Desember 2017)

“...kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis selalu kami koordinasikan
dengan atasan langsung kami dan ditembuskan ke kantor induk Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi barat” (wawancara 1), Desember 2017)

Namun hal berbeda disampaikan oleh pegawai UPTD KPH Budong-budong :

“...urusan kepegawaian maupun keuangan di UPTD kami dengan
mengumpulkan semua  berkas-berkas tcrkait pengurusan masalah
kepegawaian maupun keuangan dengan cara mengirim atau membawa
langsung ke kantor induk Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat untuk di
proses, permasalahannya akses dari kantor kami ke kantor induk jauh jadi
agak susah ketika ada berkas yang kurang atau yang mau diperbaiki seperti
masalah keungan..” (wawancara LL, Desember 2017)

¢. Tanggung jawab

Kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan
yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berami
memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan vyang

dilakukannya. Hal tersebut diatas sama juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (SK) sebagai berikut :
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“...hampir rata-rata penyelesaian tugas yang dibenkan kepada pegawai
kehutanan diselesatkan dalam waktu yang sebaik mungkin dan tepat waktu.
Hal tersebut dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Mekanisme
dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung.
Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi dan diketahui oleh
kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang dan diketahui
kepala Dinas, Kepala Bidang diniiai langsung oleh kepala dinas dan diketahui
oleh sekertaris dacrah.” (wawancara SK, Desember 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi
Barat (FHD) berikut ini :

“_.bila dilthat dari tanggung jawab yang diemban oleh pegawai kehutanan
maka sangat jelas bahwa mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab
dan hampir sebagian besar menyelesajkan pekerjaan dalam tepat waktu, dan
penilaian itu terlihat juga dari masing-masing seksi pimpinan langsung yang
menilai yaitu kepala Bidang dan Kepala Dinas. Baik dari kinerja dan absensi
(kehadiran). Pegawai Tidak Tetap (PTT) dinilai dari absensi (kehadiran),
dimana petugas yang tidak full menjalani aktifitasnya termasuk tanggung
jawab pekerjaannya maka pegawat tersebut diberikan teguran secara lisan.”
(wawancara FHD, Desember 2017)

Pekerjaan sebagai pegawai kehutanan maupun pegawai di UPTD KPH
memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan SDM maupun dalam
pengelolaan hutan, kadang kala setiap pegawai berani melakukan pekerjaan yang
mungkin berisiko bahkan ditengah rendahnya pemahaman masyarakat dalam
menjaga kelstarian hutan. Hal ini memicu nyali pegawai kehutanan maupun
polisi kehutanan dilapangan untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebagaimana disampaikan oleh pegawai dan polisi kehutanan berikut ini :

“..saya harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan tepat waktu.

Karena ini adalah tanggung jawab saya, sehingga apapun yang terjadi baik itu

pelaksanaan tugas tupoksi maupun kekurangan dalam pelaporan maka saya

tetap menjalankan tugas sesvai ketentuan dan selalu berkoordinasi dengan
atasan langsung terkait solusi atau masukan yang mungkin saya dapatkan.”

(wawancara TGH, Desember 2017).

“.saya tidak pemah membayangkan untuk bekerja sebagai poliss
kehutanan. Karena saya yakin bahwa setiap pekerjaan yang diberikan kepada

saya, maka saya harus bekenja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab
termasuk ketepatan waktu, selain itu masalah resiko di jalan dan berbagai
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ancaman yang menghadapi kami dalam bekerja menjadi tersendiri untuk
kami.” (wawancara IWN, Desember 2017).

Menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan
sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang
diambilnya atau tindakan yang dilakukannya adalah prasyarat bagi setiap
pegawai kehutanan karena hal tersebut menjadi salah satu unsur penilain kinerja
setiap pegawai. Hal ini juga disampatikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian
(ARS) sebagai berikut :

“...selain penilaian kinerja pegawai kehutanan maupun yang ada di UPTD
dinilai dari segi absensi, maka penilaian lain dari kinerja pegawai adalah
tanggung jawab dimana PNS baik itu di Dinas Kehutanan maupun di UPTD
KPH dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Staf diben1 tugas membantu kepala seksinya dalam melaksanakan tupoksinya.
Staf seksi d1 SK kan oleh kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat.
Masing-masing staf melaporkan Ke Seksi bagaimana kondisi lapangan,
kemudian laporan di teruskan ke Kepala bidang bidang atau Kepala UPTD,
dan diteruskan ke kepala dinas sebagai laporan setiap bulan menjadi bahan
evaluasi setiap tahunnya. ““ (wawancara ARS, Desember 2017).

d. Ketaatan

Kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati segala ketetapan, peraturan
perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah
kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak
melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, baik
secara tertulis maupun tidak tertulis. Bila melihat pekerjaan yang dilakukan oleh
setiap pegawai Dinas Kehutanan Provinst Sulawesi Barat, maka sangat jelas
terlihat bagaimana ketaatan mereka untuk melakukan pekerjaan ini sesuai dengan
tupoksi yang diberikan kepadanya. Hal tersebut diungkapkan juga oleh (SK)

Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut

“...sasaran kerja Aparatur Sipil Negara {ASN) menurut UU ASN tentang
pengukuran kinerja PNS meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan
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dan kreativitas, dimana hasilnya meliputi orientasi pelayanan, integritas,
komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Sedangkan berdasarkan
SPK (surat perjanjitan kerja) penilaian kinerja pegawai non pns atau pegawai
tidak tetap (PTT) menurut Absensi. Terdapat pula petugas kebersihan dan
keamanan kantor yang masing-masing petugas mempunyai jadwal
membersihkan dan menjaga kantor.” (wawancara SK, Desember 2017).

Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan
maupun pemerintah adalah salah makna dari ketaatan bagr setiap pegawal
kehutanan. Hal ini juga diungkapkan oleh (Arsyad) Kasubag Umum dan
Kepegawaian bernkut ini :

“...walaupun belum ada regulasi tapi mengukur kinerja pegawai untuk
sementara menggunakan absensi dan SKP (Sasaran Kega Pegawai Negeri
Sipil) sampai saat ini. Menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran
Kinega PNS meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan
kreativitas, dimana keluarannya meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas,
Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. UU ASN belum
sepenuhnya dipakai di DLHK, tp masth mengacu PP 53 Tahun 2010 tentang
kepegawaian. “ (wawancara ARS, Desember 2017).

Bila dilihat dari cara pandang bagi para pegawai Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat selama ini, maka apa yang menjadi tolak ukur selama ini untuk
mengukur kinera pegawai telah diterapkan oleh sebagian besar pegawal selama
ini. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara pegawai berikut ini :

“ .saya sudah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab pak, apalagi
saya juga tahu aturan apabila saya tidak taat maka mungkin saya sudah
diberikan berbagai macam hukuman. Karena itu saya sangat paham dengan
aturan pekerjaan saya sclama ini sebagar pegawat kehutanan” (wawancara
NM, Desember 2017).

Hal yang sama dikemukakan oleh pegawal kehutanan lainnya sebagai berikut :

“..kami sadar bahwa segala peraturan di kantor harus kami taati karena
ini menyangkut sumpah kami untuk terus menegakkan aturan yang berlaku

maka saya tidak mau melanggar apalagi tidak mamatuhi aturan di kantor saya
bekerja.” ““ (wawancara ARD, Desember 2017).
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*“..dimana-mana setiap kantor mempunyai aturan dan tata cara dalam
pekerjaan, maka setiap yang melanggar apalagi tidak mematuhi pekerjaannya
maka wajar kalau diberikan hukuman. Tapi Alhamdulillah selama saya
bekerja di kantor ini tidak pemah melakukan kesalahan sebagaimana yang
diatur dalam kantor kami pak.” (wawancara RT, Desember 2017).

e. Kejujuran

Setiap pekerjaan selain dilihat dan dinilai oleh atasan, maka setiap pegawai
juga merasakan yang sama apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan
sepenuh hati dan sesuai dengan kejujuran atau mala sebaliknya justru
membohongi kata hati bahwa pekerjaan itu sudah dilaksanakan padahal tidak
melaksankannya. Hal ini disampaikan pula oleh ABT, AS dan ARD Staf Bagian
Perencanaan dan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat bertkut:

“..saya sangat yakin dengan pekerjaan saya, dengan apa yang saya
lakukan selama ini, saya tidak pernah membohongi kepada atasan saya bahwa
saya telah bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak berpura-pura.”
(wawancara ABT, Desember 2017).

“.malu pak kalo kami bekerja dengan ketidakjujuran, apalagi agama kami

melarang untuk itu. Makanya saya tanamkan dalam hati semoga saya bekerja

dengan ikhlas, senang hati dan nyaman agar apa yang saya kerjakan bernilai

ibadah dan berkah buat keluarga saya.” (wawancara AS, Desember 2017).

*“.saya sadar bahwa pekerjaan sebagai staf bagian perencanaan dan
keuangan bisa saja saya tidak lakukan, tapi itu tidak mungkin bagi saya,
apalagi saya sudah digaji dan diberikan tambahan penghasilan sehingga saya
harus mengerjakan semua kewajiban saya sebagai aparatur.” (wawancara
ARD, Desember 2017).

Kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan
kepadanya adalah tanggung jawab bagi setiap PNS di Lingkungan Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sebagai salah satu pucuk pimpinan
senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk bekerja dengan
kejujuran. Hal yang sama disampaikan oleh (JP) Kepala Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan berikut int
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“..saya kira dalam setiap apel pagi dan discla-sela acara yang dihadiri
bahkan dalam bentuk rapat-rapat evaluasi kegiatan maka kami senantiasa
untuk menghimbau kepada mereka untuk bekerja dengan rajin, taat, serta
menanamkan kejujuran dalam hati dalam setiap beraktifitas di kantor dan
diluar kantor. Itulah salah satu pesan moril kami kepada mereka.”
(wawancara JP, Desember 2017).

f. Kerjasama

Kemampuan scorang pegawal untuk bekerja sama dengan orang lain dalam
menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, schingga
mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Itulah gambaran bagi
setiap organisasi yang berhasil. Hal i pula dilakukan oleh Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat melalui (SK) Sekretaris Dinas scbagaimana yang
disampatikan kepada penulis berikut ini;

“...saya kira jelas dan tegas penyampaian saya kepada setiap pegawai dan
unsur pimpinan dibawah bahwa manlah bekerja sama dengan sepenuh hatt
dan tetap jujur pada pekerjaan kita masing-masing. Karena selain scbagai
pesan moril maka saya pun menegaskan akan menindak pegawai yang tidak
mau bekerja sama atau mengakal-akali pekerjaan pada setiap kesempatan
yang diamanahkan kepadanya.” (wawancara SK, Desember 2017),

Kerja sama dalam pekerjaan akan menghantar kita pada kemuitaan dan rasa
senang untuk terus bekerja dan berkarya, sebab tidak ada yang berhasil dalam
pekerjaannya apabila dilaksanakan penuh dengan kesombongan. Karena
kemampuan seorang pcgawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam
menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan kepadanya akan
mendatangkan banyak kemudahan dan prestasi. Hal ini pula yang dikemukakan
oleh RT, RMT, dan NM kepada penulis. Mercka adalah staf bagian umum dan

kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berikut petikan

wawancamya :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43569.pdf

69

“..saya selalu mengedepankan kekompakan dan bekerja sama dengan
teman sekantor. Apalagi ketika bekerja maka kekompakan itu kami jaga dan
selalu bekerja sama.” (wawancara RT, Desember 2017),

“...sebagai petugas kebersihan maka alangkah baiknya kita selalu bekerja
sama dengan yang lain apalagi sesama teman, karena kadangkala kami
menemui hambatan dan tantangan diluar sehingga dengan bekerja sama
dengan sesama teman atau pimpinan kami maka sepertinya pekerjaan itu
mudah bagi kami.” (wawancara RMT, Desember 2017).

“..saya senang dengan pekerjaan ini, saya pun bangga dengan teman saya
yang lain karena selalu kompak dan bekerja sama dalam setiap beraktifitas di
kantor.” (wawancara NM, Desember 2017).

g. Kepemimpinan

Penilaian unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya khusus
diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki jabatan di seluruh hirarki dalam
perusahaan. Kepemimpinan ini biasanya dijabat oleh beberapa orang pada setiap
tingkatan, namun ada kalanya juga menjadi sesuatu yang mendasar bag: setiap
orang termasuk pegawai kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Hal im didasarkan pada penilaian mercka sebagai PNS. Beberapa petikan
wawancara kepada penulis tentang penilaian kepemimpinan di lingkungan Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu SK selaku Sekretaris Dinas dan ARS
selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian berkut ini :

“... proses dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan
langsung. Staf dinilai Jangsung oleh masing-masing kepala seksi dan
diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala
bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh
kepala dinas dan diketahui oleh sckertans daerah. Staf PNS dinilai oleh
Kasubag Umum dan kepegawaian dan dilaporkan langsung oleh sekertaris
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Bidang tcknis

berwenang menilai kinerja staf dan seksi, dimana masing-masing seksi
mengambil tugasnya.* (wawancara SK, Desember 2017)

«...aturan menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran kinerja PNS
meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativilas, dimana
keluarannya meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin,
Kerjasama, dan Kcpemimpinan. UU ASN belum sepenuhnya dipakai di
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Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, tapi masih mengacu PP 53 Tahun
2010 tentang kepegawaian. Mekanisme dalam penilaian SKP Yang menilai
kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing-
masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai
lanpsung oleh kepala bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang
dinilai langsung oleh kepala dinas dan d ketahui oleh sekertans daerah.”
(wawancara ARS, Desember 2017).

Adapun jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan terkait dengan
peralihan kewenangan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat pada
tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Data pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017

Jumlah pegawai

SKPD/Unit Kerja

Sebelum Peralihan | Sesudah Peralihan
(1) 2) (3)
PNS Kehutanan 58 280
PTT 12 269
Jumlah 70 549
L ]

Sumber : Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kehutanan Provinst
Sulawesi Barat dengan adanya perlathan kewenangan dari Kabupaten ke Provinst
bertambahnya pegawai yang cukup banyak dimana tersebar di seluruh UPTD
KPH di Provinsi Sulawesi Barat, schingga dengan jumlah tersebut sangat
mempengaruhi kinerja pegawai dalam pembagian tugas dan tupoksi pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya.

Di samping itu pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat hampir
setengah pegawai telah berpendidikan tinggi sedangkan sisanya masih

berpendidikan Sekolah Menengah ke bawah. Dengan persentase tersebut pegawai
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Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat masih kurang dalam hal pendidikan
yang mana sangat berpengaruh terhadap evaluasi kinerja sehingga tentunya
masth kurang mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang menjadi
tanggung jawabnya. Tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8.

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Pendidikan yang Ditamatkan
SKPD/Unit Kerja Jumiah
SMP | SLTA | D1sd D3 | D4/S1 | S2
(1) @ | G 4 5y | ® (7}
Dinas Kehutanan 3 128 6 128 15 280
Jumiah 3 128 6 128 15 280

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Tehun 2017

Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang

dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat akan timbul masalah
baru yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Pegawai yang berdinas di Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat banyak menduduki jabatan tidak sesuai
Ketidaksesuaian tersebut dapat

dengan latar belakang pendidikannya.

mengakibatkan kinerja pegawai menjadi berkurang.

Tabel 4.9

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
Yang Tidak Sesuai Dengan Jabatan

Pendidikan Jabatan Jumlsh
'S{ Kehutanan Kasubag. Perencanaan dan Keuangan 1 Orang
S1 Sosial Kasubag. Umum dan Kepegawaian 1 Orang
S1 Pertanian Kabid Pengelolaan DAS dan PS dan Kepala | 2 Orang
UPTD KPH Karossa
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S1 Teknik Elektro | Kabid. Perlindungan dan Pengamanan Hutan { | Orang
52 Manajemen Kepala UPTD KPH Budong-Budong 1 Orang
S1 Hukum Kepala UPTD KPH Pasangkayu 1 Orang

Sumber : Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017
Banyak pegawai yang berdinas di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

dalam menjalankan tugasnya yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai

dengan bidang kerjanya, hal int tentu akan menjadi salah satu faktor yang juga
dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat.

Adapun fenomena yang kita lihat pada aparatur pemerintah Dinas Kehutanan saat

ini adalah:

a. Belum Mampu Aparatur/Pegawal melaksanakan program-program yang ada
Pada Dinas Kehutanan dengan baik. Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi
Barat salah satu unit kerja dilingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi
Barat perlu melakukan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung visi, misi
dan program yang telah di tetapkan. Di lihat dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan di bidang kehutanan dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
masih jauh dan yang di harapkan terbukti banyaknya program yang telah di
buat yang masuk dalam rencana strategis (renstra) tidak berjalan sepenuhnya,
seperti : penanggulangan terjadinya kebakaran: hutan, ilegal logging dan
penghtjaun dan lain-lain.

b. Masih Rendahnya Ftos Kerja Pegawar Pegawai Negeri Sipil mempunyai
peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan
pengendali pembangunan. Dengan demikian, PNS mempunyai peran yang
sangat penting dalam memperiancar jalannya roda pemerintahan maka di

perlukan semangat kerja tinggi untuk menjalankan semua itu, namun pada
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kenyataannya hal tersebut berbeda yang terjadi di lapangan, seperti masalah
ketepatan waktu, tanggung jawab dan kejujuran. Kurangnya kecakapan dalam
menyelesaikan pekerja, menunda-nunda pekerjaan yang ada sehinpga
menumpuk yang membuat pekerjan yang di lakukan menjadi tidak efektif,
bekerja bila ada atasan. Ini menunjukkan etos kerja dari pegawainya masih
rendah yang memuat kinerja menjadi kurang baik maka di perlukan upaya-
upaya unfuk mendorong timbulnya semangat dalam bekerja.

Dengan demikian, pemberdayaan aparatur pemerintah daerah merupakan
suatu usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur untuk mencapai hasii secara
optimal. Untuk itu, maka dengan memperhatikan Implementasi pada Kator Dinas
kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dapat ditafsirkan bagaimana upaya
pemberdayaan aparatur pemerintahnya, bila tidak melakukan suatu upaya
ataupun langkah-langkah vang secara sistematis untuk pemberdayaan sumber
daya aparatur pemerintah daerah pada Dinas kehutanan, maka penulis terlarik
untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Kinerja Aparatur Pada Dinas

kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

2, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Dalam penelitian ini faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja aparatur Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ialah faktor kompetensi individu, faktor motivasi
dan faktor dukungan organisasi. Sesuai dengan Permasalahan pokok dalam
penelitian adalah Evaluasi Kinerja aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Barat.
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a. Faktor Kompetensi Individu
Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja.
Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat
dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu Kemampuan dan Keterampilan Kerja.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kehutanan {SK)
Provinsi Sulawest Barat berikut ini :

“.kemampuan dan keterampilan pegawai kami dikantor dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sudah sesuai walaupun masih
terdapat kekurangan yakni masih sering menunda-nunda pekerjaan, mungkin
ini hari bisa selesai tetapi mercka menunda-nunda akhirnya baru selesai 2
atau 3 han. Oleh karena kami tidak bosan-bosannya menghimbau para
pegawai baik itu di Dinas maupun di UPTD KPH untuk lebth mampu dan

terampil dalam melaksanakan tugas tuposi yang menjadi tanggung
jawabnya.” (wawancara SK, Desember 2017}

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja.
Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil
dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak
pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin banyak, luas
dan memungkinkan peningkatan kinerja. Wawancara dengan Kasubag Umum
dan Kepegawaian berikut :

“.pegawal di Innas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat rata-rata
memiliki pengalaman kerja dimasing-masing tupoksi terbilang sudah sangat
berpengalaman. Adapun kalau ada pergeseran atau mutasi pegawai tidak
terlalu mempengaruhi karena hampir scbagaian besar berlatar pendidikan
sesuai yaitu kehutanan. Ada beberapa memang pegawai yang tidak sesuat
dengan skil atau pendidikannya tetapi mereka memiliki pengalaman yang
sudah lama sehingga perkerjaan tersebut dapat bias diselesatkan™ (wawancara
ARS, Desember 2017)

Motivasi sangat penting mendorong semangat kerja. Motivasi dipengaruhi

oleh latar belakang keluarga, lingkungan masyarakat, budaya dan nilai-nilai

agama yang dianutnya. Seseorang yang mehhat pekerjaan sebagai beban dan
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keterpaksaaan akan mempunyai kinerja yang rendah. Sebaliknya, seseorang yang
memandang pekerjaan sebagai kebutuhan, tantangan dan prestasi akan
menghasilkan kinefja yang tinggi.

b. Faktor Dukungan Organisasi

Setiap Kinerja pegawai tergantung pada dukungan dan organisast dalam
bentuk sarana dan prasarana kerja, teknologi, kenyamanan lingkungan kerja dan
syarat kerja serta pengorganisasian. Pengorganisasian dalam hal tni untuk
memberi kejelasan bagi setiap pegawai tentang sasaran yang harus dicapai dan
yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang periu memiliki dan
memahami uraian jabatan dan tugas yang jelas. Berdasarkan kutipan wawancara
dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian (ARS) berikut:

“.sarana dan prasaran kantor salah satu penunjang kinerja pegawai,
belum maksimalnya sarana prasarana dikantor Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat masib khususnya yang ada di UPTD KPH yang merupakan
pegawai peralihan dari Kabupaten ke Provinsi. Belum rampunya P3D
(Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) dan Kabupaten
ke Provinsi sehingga masih sangat minim dalam menunjang kinerja
pegawai.” (wawancara ARS, Desember 2017)

Kinerja pegawai dan kinerja setiap orang juga sangat tergantung pada
kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan membangun
sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan
mengembangkan kompetensi pekerja, pengembangan kompetensi dapat
dilakukan dengan pelatihan, demikian juga dengan menumbuhkan motivasi dan
mobilisasi seluruh karyawan untuk bekerja secara optimal.

Adapun data jumlah pegawai di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Barat terkait Diklat Kepemimpinan pada Tabel benkut :
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Tabel 4.10

Banyaknya Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat

DIKLATPIM

Belum | Pemnah Diikuti
Pernah | 1TV | TII Il

(1) @ @O (6)

Dinas Kehutanan

SKPD/Unit Kerja Jumlah

47 9 3 I 58

Jumlah 47 9 3 i 58

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2016
Tabel diatas menunjukkan masih banyak pegawai yang belum mengikuti
untuk diklat kepemimpinan dimana merupakan salah satu syarat dalam
pembentukan pribadi pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Petikan
wawancara kepada penulis tentang pendidikan pelatihan dan pengalaman kerja
pegawai vaitu Kepala Dinas Kehutanan (FHD) berikut ini :
“...permasalahan pendidikan dan pelatthan di kantor Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat memang masih kurang tetapi kami sangat perhatikan
dimana setiap tahunnya. Kami usul siapa-siapa nama-nama yang berangkat
baik itu terkait pendidikan diklat PIM maupun diklat-chklat teknis lainnya
berdasarkan tupoksinya masing-masing. Setelah balik saya evaluasi hasil dan
diklat yang diikuti dan menyarankan untuk menerapkan dalam aktivitas
kerjanya, Faktor-faktor mendasar inilah yang sangat mempengaruh: kinerja
pegawai® (wawancara FHD, Desember 2017)
C. Pembahasan
1. Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
Pada sub pembahasan ini ini penulis akan mendiskusikan dengan teori dan hasil

wawancara terkait dengan permasalahan pokok yang dibahas.

a. Keseliaan
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Kesetiaan suatu pegawai pada satu organisasi berhubungan erat dengan
pengabdiannya masing-masing. Pengabdian dalam hal ini bagaimana pegawai
dalam suatu organisasi memberi sumbangan pikiran baik itu tenaga yang ikhlas
dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. Hal tersebut diungkapkan oleh
beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersthan Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi informan penelitian ini yaitu (RT, RHT
dan NM) ketiga informan ini memiliki kesamaan dengan jawaban mereka tentang
kesetiaan dalam melakukan pekerjaan sebagai pegawai kehutanan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesetiaan menjadi salah satu indikator dari
penilaian kinerja pegawat negeri sipil sebagaimana yang dimaksud oleh beberapa
ahli sebelumnya yang mengemukakan bahwa PP No.10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah
tidak kompatibel dengan kondisi saat ini, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesua_i dengan jalannya
reformasi birokrasi yang menekankan pada kinerja. Oleh karena 1tu, dikeluarkan
PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai revisi dan PP
No.10 Tahun 1979. Peraturan baru tersebut diharapkan mampu memberikan
penilaian yang objektif dan terukur untuk setiap pegawai. Melihat tuntutan
lingkungan strategis, pada peraturan lama sudah banyak yang tidak relevan.

Hani Handoko (2001: 138-139), berpendapat bahwa penilaian hendaknya
memberikan gambaran akurat mengenai prestasi kerja karyawan sehingga untuk
mencapai tujuan ini sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan
pekerjaan (jon related), praktis, mempunyai standar-standar dan menggunakan

berbagai ukuran yang dapat diandalkan. Job related berarti bahwa sistem menilai
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perilaku-perilaku kritis yang mewujudkan keberhasilan perusahaan. Sedangkan
suatu sistem disebut praktis bila dipahami atau dimengerti oleh para penilai dan
karyawan. Di samping harus job related dan praktis, evaluasi prestasi kerja
memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja (performance standard) dengan
mana prestasi kerja diukur. Agar efektif, standar hendaknya berhubungan dengan
hasil-hasil yang diinginkan pada sctiap pekerjaan. Lebih lanjut, evaluasi juga
memeriukan ukuran-ukuran prestasi kerja yang dapat diandalkan {performance
measures). Berbagai ukuran ini, agar berguna, harus mudah digunakan, reliabel
dan melaporkan perilaku-perilaku kritis yang menentukan prestasi-prestasi kerja.

Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005: 232), penilaian kinerja
(kesetiaan) merupakan proses subjektif yang menyangkut pentlaian manusia.
Dikatakan penilaian kinerja subyektif, karena kebanyakan pekerjaan benar-benar
tidak mungkin diukur secara obyektif, hal ini disebabkan beberapa alasan,
termasuk alasan kerumitan dalam tugas pengukuran, lingkaran yang berubah-
ubah, dan kesulitan dalam merumuskan tugas dan pekerjaan individual tenaga
kerja secara rinct. Dengan demikian, penilaian kinerja sangat mungkin keliru dan
sangat mudah dipengaruhi oleh sumber yang tidak aktual. Tidak sedikit sumber
tersebut mempengaruhi proses penilaian sehingga harus diperhitungkan dan
dipertimbangkan dengan wajar. Penilaian kinerja dianggap memenuhi sasaran
apabila memiliki dampak yang baik pada tenaga kerja vang baru dinilai
kinerja/keragaannya.

Menurut Henry  Simamora (2004:362-363), meskipun  mustahil
mengidentifikasi setiap kriteria yang universal yang dapat diterapkan pada semua

pekerjaan, adalah mungkin menentukan beberapa karakteristik yang harus
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dimiliki oleh kriteria apabila kriteria i1tu diharapkan bermanfaat bagi penilaian
kinerja. Karaktenstiknya adalah: Kriteria yang baik harus mampu diukur dengan
cara-cara yang dapat dipercaya. Konsep keandalan pengukuran mempunyai dua
komponen: stabilitas dan konsistenst. Konsistensi menunjukkan bahwa
pengukuran kriteria yang dilakukan dengan metode yang berbeda atau orang
yang berbeda harus mencapai hasil yang kira-kira sama.

Kriteria kesetiaan yang baik harus mampu membedakan individu-individu
sesuai dengan kinerja mereka. Salah satu tujuan penilaian kinerja adalah evaluasi
kinerja anggota organisasi. Jikalau kriteria semcam itu membenkan skor yang
identik kepada semua orang, maka kriteria tersebut tidak berguna untuk
mendistribusikan kompensasi atas kinerja, merekomendasikan kandidat untuk
promosi, ataupun menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan.

Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005: 235), belum adanya kesamaan
antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam menentukan unsur
kesetiaan yang harus dinilai dalam proses penilaian kinerja yang dilakukan
manajemerny/penyelia penilai  disebabkan selain terdapat perbedaan yang
diharapkan dari masing-masing perusahaan, juga karena belum terdapat standar
baku tentang unsur-unsur yang perlu diadakan pentlaian. Pada umumnya unsur-
unsur yang petlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja adalah
kesetiaan, prestast kega, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama,
prakarsa, dan kepemimpinan.

Dari wawancara diatas memang sangat diperlukan kemampuan pegawal
untuk selalu setia dalam pekerjaannya karena ini untuk kepentingan publik bukan

kepentingan golongan. Hal tesebut diutarakan juga oleh Sekretanis Dinas
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Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang menyampaikan bahwa pegawai kami
yang tergabung dalam Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sudah
melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa tamggung jawab. Apapun yang
menjadi acuan dan standard pekerjaan mercka maka dengan penuh keikhlasan
maka mereka langsung terjun ke lapangan untuk melakukan itu, dan kami
memantau terus dari hasil pekerjaan mereka.

Pekerjaan sebagai pegawai kehutanan membutuhkan kemampuan tekad dan
kesanggupan dalam melakoninya sehari-hari karena jenis pekerjaan sebagai staf
administrasi pada bagian umum dan kepegawaian sangat diharapkan demi
kelancaran administrasi kepegawaian. Kemudian harus dibuktikan dengan sikap
dan perilaku pegawai yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hani serta dalam
melaksanaan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kesetiaan pegawai
terhadap kantor sangat berhubungan dengan pengabdiannya. Pengabdian dalam
hal ini bagaimana pegawai memberi sumbangan pikiran dan tenaga denpan
penuh ikhlas dan mengutamakan kepentingan publik.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian (ARS) yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya bidang
sekertariatan menilai kinerja pegawai, dimana masing-masing bagian/seksi
mempunyal tugas pokok dan fungsinya. Dimana seksi yang tahu persis teknis
bawahannya baik itu dalam menjalankan tugas dikantor maupun pada saat turun
ke lapangan. Untuk dibagian umum dan kepegawaian dalam melayani pegawai
baik itu dalam kenaikan pangkat, data base pegawai, pemeliharaan peralatan dan

kendaraan yang kondisinya baik dan rusak.
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b. Prestasi kerja

Dalam hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi
Barat termasuk wawancara dengan pegawai UPTD KPH ditemukan beberapa hal
yang berbeda sebagaimana yang dikatakan WRN, 1J dan LL, namun hal tersebut
memang menjadi hal yang lumrah terjadi dikarenakan beban tugas dari cakupan
wilayah yang cukup luas dengan keterbatasan sarananya.

Pada umumnya kerja seorang tenaga kerja menurut Heidrajman Dan Suad
Husnan (2000:124) indikatornya adalah antara lain kuantitas kerja, kualitas kerja,
hubungan kena, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan, kergjinan, kesetiaan,
keandalan kera, dan inisiatif. Sebagaimana hasil wawancara dengan (SW)
pegawai kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat selama bekerja di
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai staf di kevangan, maka apa
yang menjadi uraian tugas saya selalu saya kerjakan dengan pengalaman yang
saya lakukan selama ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik walaupuin
terkadang juga terdapat kendala, hambatan dan keterfambatan dalam penyajian
pertanggungjawaban keuangan namun tetap saya selesaikan dan menjadi
pengalaman saya berikutnya untuk lebih baik lagi.

Suvatu instansi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang
membuat instansi atau perusahaan tersebut ada namun terkadang muncul kendala
yang membuat fujuan tersebut tidak tercapai. Untuk wmencegahnya maka
orgamisasi harus mendorong karyawan untuk mencapai kinerja dan prestasi yang
lebih baik dari waktu ke waktu. Menurut Hasibuan (2003:105), prestasi kerja

adalah suatu hasil kega yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas
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yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan
kesungguhan serta ketepatan waktu.

Mangkuprawira (2004), mendefenisikan penilaian prestast kerja sebagai
proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluast kinerja pekerjaan
seseorang. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi
kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi
pihak perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan keterampilan dan mengembangkan karyawannya, sesuai dengan
potensi dan keterampilan dari karyawan tersebut.

Dari beberapa pengertian penilaian prestasi kerja diatas maka kita dapat
menyimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja membuat karyawan mengetahui
tentang hasil kerja dan tingkat produktifitasnya hal tersebut berguna sebagai
bahan pertimbangan yang paling baik dalam menentukan pengambilan keputusan
dalam hal promosi jabatan.

Menurut Mangkunegara (2002:67) hal yang perlu diperhatikan oleh manajer
sumber daya manusia dalam prestasi kerja pegawai, yang dijadikan penulis
sebagai indikator antara lain meliputi : kualitas kerja (Quantity), adalah
menunjukkan hasil kerja yang dicapai dan segi ketepatan, ketelitian dan
keterampilan dan kuantitas kerja (Quantity), adalah menunjukkan hasil kerja
yang dicapai dari segi keluaran atau hasil tugas-tugas rutinitas dan kecepatan
dalam menyelesaikan tugas itu sendirni. Kerja sama (Cooperation), menyatakan
kemampuan karyawan dalam berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain
dalam menyelesaikan tugas. Tanggung Jawab, menyatakan seberapa besar

karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekegaannya. Imisiatif, yakni
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bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya, serta kemampuan dalam membuat
suatu keputusan yang batk tanpa adanya pengarahan terlebih dahulu.
¢. Tanpgung jawab

Pembahasan dalam penelitiaan ini mengenai tanggung jawab adalah
kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang
diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani
memikul resiko atas keputusan yang diambiinya atau tindakan yang dilakukannya
Keban (2004:195). Hal tersebut diatas sama juga disampaikan oleh Sekretaris
Dinas Kehutanan Provinst Sulawesi Barat (SK) yang menyampaikan bahwa
hampir rata-rata penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawai kehutanan
diselesaikan dalam waktu yang sebaik mungkin dan tepat waktu, Hal tersebut
dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Mekanisme dalam penilaian
SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf dinilai langsung
oleh masing-masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi
dinilai langsung oleh kepala bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang
dinilai langsung oleh kepala dinas dan diketahui oleh sekertars daerah.

Hal yang sama disampaikan oleh informan penulis (FHD) selaku Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang meyebut bahwa bila dilihat dari
tanggung jawab yang diemban oleh pegawai kehulanan maka sangat jelas bahwa
mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan hampir sebagian besar
menyelesaikan pekerjaan dalam tepat waktu, dan penilaian itu terlihat juga dari
masing-masing seksi pimpinan langsung yang menilai yaitu kepala Bidang dan
Kepala Dinas. Baik dari kinerja dan absensi (kehadiran). Pegawai Tidak Tetap

(PTT) dinilai dari absensi (kehadiran), dimana petugas yang tidak full menjalam
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aktifitasnya termasuk tanggung jawab pekerjaannya maka pegawai tersebut
diberikan teguran secara lisan..” (wawancara FHD, Desember 2017).

Pekerjaan sebagai pegawai kehutanan memiliki tanggung jawab besar
terhadap pengelolaan SDM maupun dalam pengelolaan hutan, kadang kala setiap
pegawai berani melakukan pekerjaan yang mungkin berisiko bahkan ditengah
rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kelstarian hutan. Hal ini
memicu nyali pegawai kehutanan maupun polisi kehutanan dilapangan untuk
tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

d. Ketaatan

Pembahasan mengenai ketaatan dalam penelitian ini adalah kesanggupan
seorang tenaga kerja untuk mentaati segala ketetapan, peraturan perundang-
undangan dan peraturan kedinasan yang beriaku, mentaat: perintah kedinasan
yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar
larangan yang telab ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, baik secara
tertulis maupun tidak tertulis. Bila melihat pekerjaan yang dilakukan oleh setiap
pegawal kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sangat jelas terlihat
bagaimana ketaatan mereka untuk melakukan pekerjaan int sesuai dengan tupoksi
yang diberikan kepadanya. Hal tersebut diungkapkan juga oleh (SK) salah satu
informan penulis yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat mengemukakan bahwa sasaran kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) menurut UU ASN tentang pengukuran kineja PNS meliputi kegiatan
tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativitas, dimana hasilnya meliputi
orientasi  pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan

kepemimpinan. Sedangkan berdasarkan SPK (surat perjanjian kerja) penilaian
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kinerja pegawal non pns atau pegawai tidak tetap (PTT) menurut Absensi.
Terdapat pula petugas kebersihan dan keamanan kantor yang masing-masing
petugas mempunyai jadwal membersihkan dan menjaga kantor.

Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan
maupun pemenntah adalah salah makna dari ketaatan bagi setiap pegawai
kehutanan. Bila dilihat dan cara pandang bagi para pegawai kehutanan Dinas
Kehutanan Provinst Sulawesi Barat selama ini, maka apa yang menjadi tolak
ukur selama 1n1 untuk mengukur kinerja pegawai telah diterapkan oleh sebagian
besar pegawat selama ini.

e. Kejujuran

Pembahasan benkutnya adalah kejujuran atau ketulusan hati seorang tenaga
kerja dalam melaksanakan tugas dan pekepaan serta kemampuan untuk tidak
menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya, Baik jujur dalam
bidang pekerjaan maupun keuangan Dinas Kchutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Setiap pekerjaan selain dilihat dan dinilai oleh atasan, maka setiap pegawai juga
merasakan yang sama apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan
sepenuh hati dan sesuai dengan kejujuran atau mala sebaliknya justru
membohongi kata hati bahwa pekerjaan itu sudah dilaksanakan padahal tidak
melaksanakannya. Hal 11 disampaikan pula oleh informan penulis yang
berinisial ABT, AS, dan ARD pegawai kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan
kepadanya adalah tanggung jawab bagi setiap PNS di Lingkungan Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sebagai salah satu pucuk pimpinan
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senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk bekerja dengan
kejujuran. Salah satu bentuk penilaian apakah sesorang telah bersikap jujur
adalah dengan memenksa dan mengecek langsung tugas yang dibenkan secara
random, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat,

“...saya kira dalam setiap apel pagi dan disela-sela acara yang dihadiri bahkan
dalain bentuk rapat-rapat evaluasi kegiatan maka kamt senantiasa untuk
menghimbau kepada mereka untuk bekerja dengan rajin, taat, serta menanamkan
kejujuran dalam hati dalam setiap beraktifitas di kantor dan diluar kantor. Itulah
salah satu pesan moril kami kepada mereka.” (wawancara, JP Desember 2017).

f. Kerjasama

Pembahasan tentang kerjasama dalam penelitian ini adalah kemampuan
seorang tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan
suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna
dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Itulah gambaran bagi setiap organisasi
yang berhasil. Hal ini pula dilakukan oleh informan penulis dari unsur pimpinan
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat melalun (MS) yang menyebut bahwa
kerja sama dalam pekerjaan akan menghantar kita pada kemuliaan dan rasa
senang untuk terus bekerja dan berkarya, sebab tidak ada yang berhasil dalam
pekerjaannya apabila dilaksanakan penub dengan kesombongan. Karena
kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam
menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan kepadanya akan
mendatangkan banyak kemudahan dan prestasi. Hal ini pula yang dikemukakan
oleh RT, RMT, dan NM kepada penulis. Mereka adalah pegawai kchutanan

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
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g Kepemimpinan

Pembahasan mengenai kepemimpinan dalam penelitian ini  adalah
kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain
(tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk
melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja
sebenarnya khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki jabatan di
seluruh hirarki dalam perusahaan, Keban (2004:195). Kepemimpinan ini
biasanya dijabat oleh beberapa orang pada setiap tingkatan, namun ada kalanya
juga menjadi sesuatu yang mendasar bagi setiap orang termasuk pegawai
kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Hal ini didasarkan pada penilaian mereka sebagai PNS. Beberapa petikan
wawancara informan kepada penulis tentang penilaian kepemimpinan di
lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawes) Barat, yaitu SK selaku Sekretaris
Dinas dan ARS selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian berikut ini proses
dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf
dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala
bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang dan diketahui kepala
Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh kepala dinas dan d ketahui oleh
sekertaris daerah. Staf PNS dintlai oleh Kasubag Umum dan kepegawaian dan
dilaporkan langsung oleh sekertaris Dinas Kehutanan Provinst Sulawesi Barat.
Sedangkan Bidang teknis berwenang menilar kinerja staf dan seksi, dimana
masing-masing seksi mengambil tugasnya.

Menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran kinerja PNS meliputi

kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativitas, dimana keluarannya
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meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan
Kepemimpinan. UU ASN belum sepenuhnya dipakai di Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat, tapi masih mengacu PP 53 Tahun 2010 tentang
kepegawaian. Mekanisme dalam penilaian SKP Yang menilai kinerja pegawat
yaitu atasan langsung. Staf dinilai langsung oieh masing-masing kepala seksi dan
diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang
dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh kepala dinas

dan d ketahui oleh sekertaris daerah.” (wawancara ARS, Desember 2017).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat.
Dalam penelitian ini faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja aparatur Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawest Barat diantaranya :
a. Faktor kompetensi individu
Kemampuan dan keterampilan kerja setiap orang dipengaruhi oleh kesehatan
fisik dan jiwa individu yang bersangkutan, pendidikan, akumulasi pelatihan, serta
pengalaman kerjanya. Kesehatan fisik dan jiwa individu membuat orang mampu
dan tahan bekerja kcras dan lama. Sebaliknya, pekerja yang kekurangan gizi akan
cepat lemah dan lelah, serta tidak mampu melakukan pekerjaan berat, Payarnan
Simanjuntak (2005:10). Pendidikan dan pelatthan merupakan bagian dari
investasi sumber daya manusia (human investment). Semakin lama waktu yang
digunakan scseorang untuk pendidikan dan pelatihan maka semakin tinggi
kemampuan atau kompetensinya melakukan pekerjaan, dan demikian semakin
tinggi kinerjanya. Seperti yang dikemukakan Sekretaris Dinas Kehutanan

Provinsi Sulawesi Barat (SK) bahwa kemampuan dan keterampilan pegawai
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kami dikantor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sudah
sesuai walaupun masih terdapat kekurangan yakni masih sering menunda-nunda
pekerjaan, mungkin ini hari bisa selesai tetapt mereka menunda-nunda akhirnya
baru selesai 2 atau 3 hari. Oleh karena kami tidak bosan-bosannya menghimbau
para pegawai baik itu di Dinas maupun di UPTD KPH untuk lebih mampu dan
terampil dalam melaksanakan tugas tuposi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada dasamya motivasi merupakan kedaan psikologis yang perwujudannya
dapat dilihat dari tingkah laku Seseorang akan melakukan suatu pekerjaan
dengan sungguh-sungguh apabila ia mempunyai motivasi yang kuat. Sebaliknya
seseorang akan kurang bergairah dalam melakukan sesuatu pekerjaan apahila
tidak mempunyai motivasi yang kuat.Manfaat Motivast kerja PNS adalah PNS
mempunyai semangat kerja yang tinggi dalam mempersiapkan tugas-tugas secara
baik, tertib, dan tepat waktu Dengan meningkatnya motivasi dan etos kerja PNS
akan mempengaruhi secara general kepada peningkatan kinega PNS dan
akhimya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seorang pegawai harus memiliki sikap mental yang siap secara psikologi
(mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap secara
mental, maupun secara fisik, memahami tujuan utama dan target kepa yang akan
dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja aman dan nyaman
sesama karyawan.

h. Faktor Dukungan Organisasi

Demikian juga penyediaan sarana dan alat kerja langsung mempengaruhi

kinerja setiap orang. Penggunaan peralatan dan teknologi maju sekarang ini

bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, akan tetapi juga dipandang
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untuk membenkan kemudahan dan kenyamanan kerja. Kondisi kerja mencakup
kenyamanan lingkungan kerja, keselamatan, kesehatan kerja, syarat-syarat kerja,
jaminan sosial, serta keamanan. Hal-hal tersebut mempengaruhi kenyamanan
untuk melakukan tugas yang lebih lanjut mempengaruhi kinerja setiap orang.
Program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan bukan saja untuk
menghindarn kecelakaan kerja, kerusakan alat dan gangguan produk, akan tetapi
juga untuk meningatkan kinerja karyawan atau pekerja.

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban serta kewenangan dan
kewajiban pengusaha akan memberikan kepastian bagi pekerja  untuk
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemberian
kompensasi yang adil dan layak melalui sistem pengupahan akan mendorong
sctiap pekerja meningkatkan kinerjanya. Dalam hubungan industnial yang aman
dan harmonis kinerja pekerja tidak perlu terganggu oleh demontrasi dan
pemogokan.

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti
kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah
satu pelasanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian
penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas
keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan
dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. Kompensasi menjadi alasan utama
mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan ( Veithzal Rivai, 2005).

Adapun komponen-komponen kompensasi yaitu : Gaji, adalah balas jasa
dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dar

kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan tenaga
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dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau dapat juga dikatakan
sebagail bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotanya dalam sebuah
perusahaan. Upah, merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan
kepada karyawan berdasarkan jam kena, jumiah barang yang dihasilkan atau
banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya
relatif tetap, besamnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada ukuran yang
dihasilkan. Insentif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada

karyawan karna kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dala-data penclitian guna
mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang evaluasi kinerja Aparatur

Sipil Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan mengunakan

indikator atau parameter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan evaluast kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawes: Barat dengan menggunakan parameter kesetiaan, prestasi
kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama dan kepemimpinan
menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja belum sepenuhnya optimal khususnya
tingkat prestasi, tanggung jawab, kerjasama dan kepemimpinan pada pegawai-
pegawai yang peralihan dari Kabupaten ke Provinst.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya :

a. Faktor kompetensi individu dimana kemampuan, keterampilan, pengalaman
kerja serta motivasi sangat menentukan tingkat kinerja pegawai pegawai
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

b. Faktor dukungan organisasi dimana sumberdaya, fasilitas, sarana dan
prasarana serta pemberian tambahan penghasilan merupakan faktor yang
mempengaruht kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan

Provinsi Sulawesi Barat.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan dalam
penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, agar
membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengelolaan administrasi
kepegawaian dan keuangan khusuya pada UPTD KPH yang tersebar diseluruh
wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur

Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
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A Kesetiaan :

1. Mohon Bapak/lbu jelaskan bagaimana pegawali mewujudkan
tekad dan kesanggupan mentaati pekerjaannya sehari-hari?

2. Bagaimana bentuk pengamalan dan tanggung jawab dalam
melaksanakan pekerjaan saudara sebagai staf Umum dan
kepegawaian?

B Prestasi Kerja :

I. Apakah Bapak/lbu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaana
sehari-hari dapat mencapai target?

2. Bagaimana kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan
kesungguhan pegawai Dinas Kehutanan yang bersangkutan?

C Tanggung Jawab :

1. Menurut Bapak/lbu bagaimana kesanggupan seorang pegawai
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan
kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu?

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai kehutanan berant memikul
resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang
dilakukan?
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D Ketaatan :

1. Menurut Bapak/ibu apakah pegawai memiliki kesanggupan untuk
mentaati segala ketetapan, peraturan perundang-undangan dan
peraturan kedinasan yang berlaku?

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai kehutanan mentaati perintah
kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah
ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis
maupun tidak tertulis?

E Kejujuran :

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pegawai kehutanan memiliki
ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya?

2. Bagaimana kemampuan pegawai kehutanan untuk tidak
menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya?

F Kerjasama :

I. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan pegawai kehutanan
untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu
tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai
daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya?

G Kepemimpinan :

I. Menurut bapak/lbu bagaimana kemampuan yang dimiltki
pegawai kehutanan dalam meyakinkan orang lain (pegawai lain)
schingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan
tugas pokoknya?

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian unsur kepemimpinan
yang dilakukan oleh atasan saudara?

H Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil
Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
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TRANSKRIP WAWANCARA

“EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS
KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

bl

BUDIANTO
Nim. 500655165

a. Kesetiaan

1. Mohon Bapak/Ibu jclaskan bagaimana pegawai mewujudkan tekad dan
kesanggupan mentaati pekerjaannya schari-hari?

“pegawai kami yang tergabung dalam bidang sekretariat sudah
melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apapun
yang menjadi acuan dan standar pekerjaan mereka maka dengan penuh
keikhlasan maka mereka langsung kerjakan, dan kami memantau lerus
dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan.” (wawancara Sekretaris
Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHIR, S.Hut.,, MP, Desember
2017).

“pada prinsipnya bidang sekertariatan menilai kinerja pegawai, dimana
masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas pokok dan fungsinyu.
Dimana seksi yang lahu persis teknis bawahannya baik itu dalam
menjalankan tugas dikantor maupun pada saat turun kelupangan. Untuk
dibagian umum dan kepegawaian dalam melayani pegawai baik itu dalam
kenaikan pangkat, data base pegawai, pemeliharaan peralatan dan
kendaraan yang kondisinya batk dan rusak. Lebih jelasnya ditupoksi

masing-masing  sekst.” (wawancara Kasuobbag Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember
2017).

‘kemampuan pegawai kami  sangat mampu dalam  melakukan
pekerjaannya apalagi dengan sarana dan prasarana yang kami miliki
maka seharusnya mereka memang siap untuk mengerjakan pekerjaannya
dengan penuh rasa tanggung jawab. Permusalahannya jumiah personil
contohnya di keuangan sangat terbatas dibuanding dengan jumiah
pekerjaan yang banyak dengan bertambahnya jumlah UPTD baru terkait
dengan peralihan dari Kabupaten” (wawancara Kasubbag Perencanaan
dan Keuangan Dinas Kehutanan JERI PALALO, S.Hut, Desember
2017).

2. Bagaimana bentuk pengamalan dan tanggung jawab dalam melaksanakan
pekerjaan saudara sebagai staf Umum dan kepegawaian?
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“saya menyadari bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini membutuhkan
kesetiaan wuntuk terus melakukan dan mengikuti peraturan uniuk
mengamalkan setiap item pekerjaan saya dalam hal apapun itu karena ini
wajib  saya lakukan.” (wawancara dengan Staf Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan RATRIA, A.Md, Desember 2017).

“kami tidak riskan dengan pekerjaan kami karena ini adaluh bentuk tugas
dari atasan yang harus kami taati dan laksanakan. Sehingga setiap kali
diberikan tugas untuk menyelesaikan setiap pekerjaan maka kami lakukan
karena itu bentuk kesetiaan kami pada pekerjaan dan juga bentuk
tanggung jawab kami terhadap pekerjaan.” (wawancara Staf Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan RAHMATIA, Desember 2017).

“kalau dibilang pimpinan maka saya langsung bergerak karcna kami
ikhlas untuk kepentingan semua orang yaitu melayani urusan asse,
sarana dan prasarana kantor dan ini saya lakukan karena tugas dan
tanggung jawab saya sebagai pegawai.” (wawancara Staf Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan MUHAMMAD NAIM, SE, Desember
2017).

b. Prestasi Kerja

1. Apakah Bapak/Tou dalam melaksanakan kegiatan pekerjaana sehari-hari
dapat mencapai target?

“selama bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai staf
di keuangan, maka apa yang menjadi uraian tugas saya selalu saya
kerjakan dengan pengalaman yang saya lakukan selama ini.
Alhamdulillah semua berjalan dengan baik walaupuin terkadang juga
ferdapat kendala, hambatan dan keterlambatan dalam penyajian
pertanggungiawaban keuangan namun tetap saya selesaikan dan menjadi
pengalaman saya berikutnya untuk lebih baik lugi” (wawancara Staf
Bagian Perencanaan dan Keuwangan SRI WAHYUNI WULANSARI,
A.Md, Desember 2017).

“pekerjaan sebagai pembantu bendahara susah-susah gampang namun
dengan pengalaman bekerja kurang lebih sepuluh tahun maka saya
dengan keterampilan yang saya miliki dapat mengerjakan pekerjaan ini
dengan baik terkait berkas pertanggungjawaban keuangan baik itu dari
bidang dikantor maupun dari UPTD KPH.” (wawsancara Staf Bagian
Perencanaan dar Keuangan ANDI SUKMAWATI, ST, Desember
2017).

“saya menikmati pekerjaan ini selama delupan tahun tentu banyak suka
dukanya namun tetap saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh
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rasa tanggung jawab, selain itu kecakapan untuk melakukan pekerjaan ini
sangat  dibutuhkan  terutama  menyusun  gafi  pegawai  serta
pertanggungjawaban pada setiap bidang dan UPTD."” (wawancara Staf
Bagian Perencanaan dan Keuangan ASNA BUNGA TODING, SE,
Desember 2017).

2. Bagaimana kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan
pegawal Dinas Kehutanan yang bersangkutan?

“penilaian kinerja Staf PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
menurut absensi (kehadiran) dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri
Sipil). Penilaian menurut absensi, apabila kehadiran kurang dari 100%,
maka dana’vang kinerja dipotong/dikurangi menurut  persentase
kehadiran. PNS yang hadir diatas jam 12 siang maka dinyaiakan
alpa/tidak hadir. karena setiap bulan pegawai mendapat uang kinerja, di
luar gaji pokok. jangan merugikan negara.” (wawancara Sekretaris
Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember
2017).

“mekanisme dalam penilaiun SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu
atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi
dan diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh
kepala bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai
langsung oleh kepala dinas dan dan ketahui oleh sekertaris daerah.”™
(wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan
MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 2017).

“penilaian kerja di UPTD KPH kami baik itu dari pegawai, penyuluh
maupun polisi kehutanan selain berdasarkan absesi juga dinilai dari cara
kerjanya, sava kadung meminta mercka agar pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan tupoksi masing-masing. namun untuk jabatan struktural
eselon IV atau kepala seksi di UPTD KPH masih bersifat pelaksana tugas
dan sampai sekarang suduh setahun belum adanya pelantikan terkait
pengisian jabatan tersebut sehingga sangat mempengaruhi kinerja
pegawai. " (wawancara Kepala UPTD KPH Karama PRIYATISTO,
S.Hut, Desember 2017)

“terkait dengan tupoksi kami dibagian tata usaha UPTD KPH yang
mengatur pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, melaksanakan
pengumupalan bahan, penyusunan rencana kerja, rencana anggaran
sampai dengan wrusan pertanggungjawaban keuangan dikumpulkan
berkas-berkas dan selanjutnya dibawah atau diteruskan ke kantor induk
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk diproses baik itu yang
bersifat kepegawaian mavpun bersifal keuangan.” (wawancara PIt.
Kasubbag Tata Usaha WARNI, S.Hut, Desember 2017}
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“kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis selalu kami koordinasikan dengan
atasan langsung kami dan ditembuskan ke kantor induk Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi barat” (wawancara Staf UPTD KPH Karama
IMRAN JAYA, S.Hut, Desember 2017)

“urusan kepegawaian maupun keuangan di UPTD kami dengan
mengumpulkan semua  berkas-berkas  terkait  pengurusan masalah
kepegawaian maupun keuangan dengan cara mengirim atau membawa
langsung ke kantor imduk Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat untuk
di proses, permasalahannya akses dari kantor kami ke kantor induk jauh
Juadi agak susah ketika ada berkas yang kurang atau yang mau diperbaiki
seperti masalah keungan..” (wawancara Kasubbag, Tata Usaha UPTD
KPH Budong-Budong LUSIANA LE’BOK, S.Hut, Desember 2017)

¢. Tanggung Jawab :

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kesanggupan seorang pegawai dalam
menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan
sebatk-batknya dan tepat wakiu?

“hampir rata-rata penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawai
kehutanan diselesaikan dalam waktu yang sebaik mungkin dan tepat
waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Mekanisme dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu
atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi
dan diketahui oleh kepula bidang, kepula seksi dinilai langsung oleh
kepala bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai
langsung oleh kepala dinas duan diketahui oleh sekertaris daerah.”
(wawancara Sekretaris Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHIR,
S.Hut., MP, Desember 2017).

“saya harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan tepat wakiu.
Karena ini adalah tanggung jawab saya, schingga apapun yang terjadi
baik itu pelaksanaan tugas tupoksi maupun kekurangan dalam pelaporan
maka saya tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan dan selalu
berkoordinasi dengan atasan langsung terkait solusi atau masukan yang
mungkin saya dapatkan.” (wawancara Staf Subbag Perencanaan dan
Keuangan TEGUH PERKASA, S.Hut, Desember 2017).

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai kehutanan beram memikul resiko atas
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan?

“saya tidak pernah membayangkan untuk bekerja sebagai polisi
kehutanan. Karena saya yakin bahwa setiap pekerjaan yang diberikan
kepada saya, maka saya harus bekerja dengan baik dun penuh rasa
tanggung jawab termasuk ketepatan waktu, selain itu masalah resiko di
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jalan dan berbagai ancaman yang menghadapi kami dalam bekerja
menjadi tersendiri untuk kami.” (wawancara Polisi Kehutanan UPTD
KPH Karama IWAN, Desember 2017).

“selain penilaian kinerja pegawai kehutanan maupun yang ada di UPTD
dinilai dari segi absensi, maka penilaian lain dari kinerja pegawai adalah
tanggung jawab dimana PNS baik itu di Dinas Kehutanan maupun di
UPTD KPH dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Staf diberi tugas membaniu kepala seksinya dalam
melaksanakan tupoksinya. Staf seksi di SK kan oleh kepala Dinas
Kehutanan provinsi Sulawesi Barat. Masing-masing staf melaporkan Ke
Seksi bagaimana kondisi lapangan, kemudian laporan di teruskan ke
Kepala bidang bidang atau Kepala UPTD, dan diteruskan ke kepala dinas
sebagai laporan setiap bulan menjadi bahan evaluasi setiap tahunnya.
“(wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan
MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 2017).

“bila dilihat dari tanggung jawab yang diemban oleh pegawai kehutanan
maka sangat jelas bahwa mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung
Jawab dan hampir sebugian besar menyelesaikan pekerjaan dalam tepat
waktu, dan penilaian itu terlihat juga dari masing-masing seksi pimpinan
langsung yang menilai yaitu kepala Bidang dan Kepala Dinas. Baik dari
kinerja dan absensi (kehadirun). Pegawai Tidak Tetap (PTT)} dinilai dari
absensi (kehadiran), dimana petugas yang tidak full menjalani aktifitasnya
termasuk tanggung jawab pekerjaannya maka pegawai tersebut diberikan
treguran secara lisan.” (wawancara Kepala Dinas Kehutanan Ir. H.
FAKHRUDIN HD, Desember 2017)

d. Ketaatan :

I. Menurut Bapak/Ibu apakah pegawai memiliki kesangpupan untuk mentaati
segala ketetapan, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku?

“sasaran kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut UU ASN tentang
pengukuran kinerja PNS meliputi kegiatun tugas jabatan dan tugas
tambahan dun kreativitas, dimana hasilnaya meliputi orientasi pelayanan,
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Sedangkan
berdasarkan SPK (surat perjanjian kerja) penilaian kinerja pegawai non
pns atau pegawai tidak tetap (PTT) menurut Absensi. Terdapai pula
petugas kebersihan dan keamanan kantor yang masing-masing petugas
mempunyai jadwal membersihkan dan menjaga kantor.” (wawancara
Sekretaris Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHIR, S.Hut, MP,
Desember 2017).
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“walaupun belum ada regulasi tapi mengukur kinerja pegawai untuk
sementara menggunakan absensi dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai
Negeri Sipil) sampai saat ini. Menurwt UlUJ ASN No. 5 tahun 2014
Pengukuran Kinerja PNS meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas
tambahan dan kreativitas, dimana keluarannya meliputi Orientasi
Pelayanan,  Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan
Kepemimpinan. UU ASN belum sepenuhnya dipakai di DLHK, tp masih
mengacu PP 33 {fahun 2010 tentang kepegawaian.  {(wawancara
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan MUH.
ARSYAD, S.Sos, Desember 2017).

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai kehutanan mentaati perintah
kedinasan yang dibenkan atasan yang berwenang, serta kesanggupan
untuk tidak melanggar larangan vang telah ditetapkan perusahaan maupun
pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis?

“saya sudah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab pak, apalagi
saya juga tahu aturan apabila saya tidak taat maka mungkin saya sudah
diberikan berbagai macam hukuman. Karena itu saya sangat paham
dengan aturan pekerjaan saya selama ini sebagai pegawai kehutanan.™
fwawancara Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan
MUHAMMAD NAIM, SE, Desember 2017).

“kami sadar bahwa segala peraturan di kantor harus kami taati karena ini
menyangkut sumpah kami untuk terus menegakkan aturan yang berlaku
maka saya tidak mau melanggar apalagi tidak mamatuhi aturan di kantor
saya bekerja.” (wawancara Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan
ARDIANSYAH, S.Hut, Desember 2017).

“dimana-mana setiap kanior mempunyai aturan dan tata cara dalam
pekerjaan, maka setiap yang melanggar apalagi tidak mematuhi
pekerjaannya maka wagar kalau diberikan hukuman. Tapi Althamdulillah
selama saya bekerja di kantor ini tidak pernah melakukan kesalahan
sebagaimana yang diatur dalam kantor kami pak.” (wawancara dengan
Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan RATRIA, A.Md,
Desember 2017).

e. Kejujuran :

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pegawai kehutanan memiliki ketulusan hati
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya?

“saya sangat yakin dengan pekerjaan saya, dengan apa yang saya lakukan

selama ini, saya tidak pernah membohongi kepada atasan saya bahwa saya
relah bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak berpura-pura.” (wawancara
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Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan ASNA BUNGA TODING, SE,
Desember 2017).

“malu pak kalo kami bekerja dengan ketidakjujuran, apalagi agama kami
melarang untuk itu. Makanya saya tanamkan dalam hati semoga saya
bekerja dengan ikhlas, senang hati dan nyaman agar apa yang saya
kerjakan bernilai ibadah dan berkah buat keluarga saya.” (wawancara
Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan ANDI SUKMAWATI, ST,
Desember 2017).

“saya sadar bahwa pekerjaan sebagai staf bagian perencanaan dan
keuangan bisa saju saya tidak lakukan, tapi itu tidak mungkin bagi saya,
apalagi saya sudah digaji dan diberikan tambahan penghasilan sehingga
saya harus mengerjakan semua kewajiban sava sebagai aparatur.”
(wawancara Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan ARDIANSYAH,
S.Hut, Desember 2017).

2. Bagaimana kemampuan pegawai kehutanan untuk tidak menyalahgunakan
wewenang yang telah diberikan kepadanya?

“saya kira dalam setiap apel pagi dan disela-sela acara yang dihadiri
bahkan dalam bentuk rapat-rapat evaluasi kegiatan maka kami senantiasa
untuk menghimbau kepada mereka untuk bekerja dengan rajin, taat, seria
menanamkan kejujuran dalam hati dalam setiap beraktifitas di kantor dan
diluar kantor. Itulah salah satu pesan moril kami kepada mereka.”
{wawancara Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kehutanan
JERI PALALO, S.Hut, Desember 2017).

f. Kerjasama :

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan pegawal kehutanan untuk
bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan
pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya?

“saya kira jelas dun tegas penyampuiun saya kepada setiap pegawai dan
unsur pimpinan dibawah bahwa marilah bekerju suma dengan sepenuh
hati dan tetap jujur pada pekerjaan kita masing-masing. Karena selain
sebagai pesan moril maka saya pun menegaskan akan menindak pegawai
yang tidak mau bekerja sama atau mengakal-akali pekerjaan pada setiap
kesempatan yang diamanahkan kepadanya.” (wawancara Sekretaris
Dinas Kebutanan SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember
2017).

“saya selalu mengedepankan kekompakan dan bekerja sama dengan
teman sekantor. Apalag: ketika bekerja maka kekompakan itu kami jaga
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dan selalu bekerja sama.” (wawancara dengan Staf Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan RATRIA, A.Md, Desember 2017).

“sebagai petugas kebersihan maka alangkah baiknya kita selalu bekerja
sama dengan yang lain apalagi sesama teman, karena kadangkala kami
menemui hambatan dan tantangan diluar sehingga dengan bekerja sama
dengan sesama teman atau pimpinan kami maka sepertinya pekerjaan itu
mudah bagi kami.” (wawancara Staf Umum dan Kepegawaian Dinas
Kehutanan RAHMATIA, Desember 2017).

“saya senang dengan pekerjaan ini, saya pun bangga dengan teman saya

yang lain karena selalu kompak dan bekerja sama dalam setiap
beraktifitas di kantor.” (wawancara Staf Umum dan Kepegawaian
Dinas Kehutapan MUHAMMAD NAIM, SE, Desember 2017).

g. Kepemimpinan :

1. Menurut bapak/lbu bagaimana kemampuan yang dimiliki pegawai
kehutanan dalam meyakinkan orang lain (pegawai lain) sehingga dapat
dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas pokoknya?

“aturan menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran kinerja PNS
meliputi  kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativitas,
dimana keluarannya meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen,
Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. UU ASN belum sepenuhnya
dipakai di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, tapi masih mengacu
PP 33 Tahun 2010 temtang kepegawaian. Mekanisme dalam penilaian
SKP Yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf dinilai
langsung oleh masing-masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala
bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang dan diketahui
kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh kepala dinas dan di
ketahui oleh sekertaris daerah.” (wawancara Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember
2017).

2. Menurut Bapak/lbu bagaimana penilaian unsur kepemimpinan yang
dilakukan oleh atasan saudara?

“proses dalam penilaian SKFP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan
langsung. Staf dinilai langsung oleb masing-masing kepala seksi dan
diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala
bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh
kepala dinas dan diketahui oleh sekertaris daerah. Staf PNS dinilai oleh
Kasubag Umum dan kepegawaian dan dilaporkan langsung oleh
sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Bidang
teknis berwenang menilai kinerja staf dan seksi, dimana masing-masing
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seksi mengambil tugasnya.” (wawancara Sekretaris Dinas Kehutanan
SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kkinerja pegawai Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat

“kemampuan dan keterampilan pegawai kami dikantor dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sudah sesuai walaupun
masih terdapat kekurangan yakni masih sering menunda-nunda pekerjaan,
mungkin ini hari bisa selesai tetapi mereka menunda-nunda akhirnya baru
selesai 2 atau 3 harii Oleh karena kami tidak bosan-bosannya
menghimbau para pegawai baik itu di Dinas maupun di UPTD KPH untuk
lebih mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas tuposi yang menjadi
tanggung jawabnya. (wawancara Sekretaris Dinas Kehutanan
SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember 2017).

“pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat rata-rata memiliki
pengalaman kerja dimasing-masing tupoksi terbilang sudah sangat
berpengalaman. Adapun kalau ada pergeseran atau mutasi pegawai tidak
terlalu  mempengaruhi karena hampir sebagaian besar berlatar
pendidikan sesuai yaitu kehutanan. Ada beberapa memuang pegawai yang
tidak sesuai dengan skil atau pendidikannya tetapi mereka memiliki
pengalaman yang sudah lama sehingga perkerjuan tersebut dapat bias
diselesaikan “(wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kehutanan MUH, ARSYAD, §.8S0s, Desember 2017),

“sarana dan prasaran kantor salah satu penunjang kinerja pegawai,
belum muksimalnya sarana prasarana dikantor Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi Barar masih  khususnya yang ada di UPTD KPH yang
merupakan pegawai peralihan dari Kabupaten ke Provinsi. Belum
rampunya P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan
Dokumen) dari Kabupaten ke Provinsi sehingga masih sangat minim
dalam menunjang kinerja pegawai. ” (wawancara Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Dinas Kehutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember
2017).

“permasalahan pendidikan dan pelatihan di kantor Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawest Barat memang masih kurang tetapi kami sangat
perhatikan dimana setiap tahunnya. Kami usul siapa-siapa numa-nama
yang berangkat baik itu terkait pendidikan dikiat PIM maupun dikiat-
diklat teknis lainnya berdasarkan tupoksinya masing-masing. Setelah balik
saya evaluasi hasil dari diklat yang diikuti dan menyarankan untuk
menerapkan dalam aktivitas kerjanya. Faktor-faktor mendasar inilah yang
sangat mempengaruhi kinerja pegawai“(wawancara Kepala Dinas
Kehutanan Ir. H. FAKHRUDIN HD, Desember 2017)
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